
BUPATI KUDUS 
PROVINS! JA WA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KUDUS 

NOMOR L 7 ·~· ·,_, L, ,J 2019 

TENTANG 

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

DI KABUPATEN KUDUS 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUDUS, 

a. bahwa dalam rangka penetapan dan pengukuran, 

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, 

dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, untuk 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah, perlu melaksanakan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); · 

b. bahwa guna efektivitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana 

dimpksud huruf a, dan guna menindaklanjuti Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akµntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu 

mengatur Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja _Instansi 

Pemerintah di Kabupaten Kudus; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang 
Pembentukan 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-Daerah Kabupaten 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

tentang 
dalam 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 



Menetapkan 

• '.1 • 

4 . Undang-Undang Nomor 23 Ta hun 20 14 tcntnng 

Pemerin tahan Daerah (Lemba ran Negara Repu blik 

Indonesia Ta hun 2014 Nomor 244, Ta mbaha n LembHrnll 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbngai 111nnn 

tela h diu bah beberapa kal i terakhir dengan Unda 11g­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Peruba hon Kcdun 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 20 1~ tentnng 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta mbahan Lembornn 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tan g 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 201'4 Nornor 292, Tambah an Lembaran 

Negara Repubiik Indonesia Nomor 5601); 

6 . Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 ten tang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembara n 

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nornor PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nornor 53 Tahun 2014 ten tang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja , 

dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nornor 1842); 

9 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara tur Negara dan 

Reforlnasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 ten tang 

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sis tern 

Akµntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahu n 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka t 

Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupa ten 

Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI 

KABUPATEN KUDUS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus; 

!1;_, '- f /4 I 
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2. Peme1inlah Dacrah ndaluh l\rptiln IJ11r11 d1 141•1,.i f." ' 

unsur penyelenggaraan pemctint11h1111 drw111l1 v1 11 1H 
memimpin pelaksanaan urusan pe11wr 111111111 11 1 , 111 11: 

menjadi kewenangan daernh otonotn ; 

3. Bupati adalah Bupati Kudus; 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pcmbunlu l(r p1,,n l>11r!'1d1 

dan Dewan Perwakila n Ruk:ynl Ducrn l, d11l11111 
penyelenggaraan urusan pemerintuhan _y1111K 1nr11!11dl 
kewenangan Daerah; 

5. Sistem Akuntabilitas Kinerj a lnstnnsi Pc111cri11t11l1 , .Y' '"K 
selanjutnya disingkat •SAl<JP, adula h rnnglwin11 s i11lr 11111tf l< 
dari berbagai aktivitas, aJat, da n prosedur ynne dl rn11r 111 1p. 
untuk tujuan penetapan dan pengukurnn, pcngu111p1l1011 
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran , dun pelnporw1 
kinerja pada instansi pemerintah , dnlnm rn 11 P,l<11 
pertanggungjawaban dan peningkatan kincrj11 l11ot111 n-1i 
pemerintah. 

6. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujuda n kcw10l1,u11 
suatu instansi pemerintah untuk rnempcrtn11ggung­
jawabkan keberhasilan/kegagaJan pelaksanaan Progrn111 
dan Kegiatan yang telah diamanatka n para pcmnngk u 
kepentingan dalam rangka mencapai misi orgA1 tism1i 
secara terukur dengan sasaran/target Kincrja yang tclnll 
ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pcmcrintull 
yang disusun secara periodik. 

7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program 
yarig , telah atau hendak dicapai sehubungan dcngan 
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualilns 
terukur 

8. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasila n yang Akan 
dica:pai dari kinerja program dan kcgiata n yang telah 
direncanakan. 

9. Perjanjian Kinerja merupakan adaJah lembar/dokumen 
yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang 
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rencfah 
untuk melaksanakan program/kegiatan yang discrtni 
dengan indikator kinerja ' 

BAB II 

TUJUAN 

Pasal 2 

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penetapan dnn 
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifil<Rsian. 
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instam1i 
pemerintah, untuk pertanggungjawaban da.n peningkntnn 
Kinerja. 

J 



BABIII 

PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJ A 

INSTANSI PEMERINTAH 

Pasal 3 

(1) Penyelenggaraan SA.KIP pada Perangkat' Daerah 

dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangka t 

Daerah. 

(2) Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

Perangkat Derah/unit ' instansi pemerintah daerah selaku 

pengguna/ kuasa pengguna anggaran yang melakukan 

pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja. 

Pasal 4 

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: 

a . rencana strategis; 

b. perjanjian Kinerja; 

c. pengukuran Kinerja; 

d. pengelolaan data Kinerja; 

e. pelaporan Kinerja; dan 

f. reviu dan evaluasi Kinerja. 

BAB IV 

RENCANA STRATEGIS 

Pasal 5 

(1) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 4 

huruf a disusun oleh Perangkat Daerah sebagai dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. 

BABV 

PERJANJIAN KINERJA 

Pasal 6 

(1) Bupati menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja 

Tingkat Kabupaten. 

(2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan oleh Bupati kepada Presiden melalui Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dokumen anggaran 

disahkan. 
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(3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten menyusun PerJanjmn 
Kinerja Perangkat Daerah. 

(4) Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaima na 
dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati da n 
Kepala Perangkat Daerah Kabupaten. 

(5) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pad'a aya t (3) 

disampaikan oleh Perangkat Daerah Kabupa ten kepada 
Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen 

anggaran ditetapkan. 

Pasal 7 
, 

(1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
rnernuat: 

a. Pernyataan Perjanjian Kinerja; dan 

b. Lampiran Perjanjian Kinerja. 

(2) Pernyataan Perjanjian Kinerja sebagaimana di maksud 
pada ayat (1) huruf a paling sedikit rnernuat: 

a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada 
suatu tahun tertentu; dan 

b. tanda tangan pihak yang berjanji. 

(3) Lampiran Perjanjian Kinerja sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dalam dokurnen perjanjian kinerja, dan bagi Perangkat 
Daerah Kabupaten yang dalam rnencapai kinerjanya 
didukung dana dekonsentrasi dan/ atau dana tugas 
pembantuan harus rnernberikan keterangan mengenai 
pro12osi alokasi dana-dana tersebut. 

(4) Format Perjanjian Kinerja sebagaimana dirnaksud pada 
aya( (1) sebagaimana tercanturn dalam Lampiran I yang 
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati Ini. 

BAB VI 

PENGUKURAN KINERJA 

Pasal 8 

(l) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan 
rnenggunakan Indikator Kinerja yang telah diteta pka n 
dalam lernbar / dokurnen Perjanjian Kinerja. 

(2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan dengan cara: 

a. mernbandingkan realisasi Kinerja dengan sasara n 
(target) Kinerja yang dicanturnkan dalam Perjanjian 
Kinerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapa tan 
dan Belanja Daerah tahun berjalan; dan 



. (, . 

b. mcrnbnndinf;knn r<'nlisnsi t{ incrju progroni H11mp111 

dcngun lnh1111 bcrjn lnn clcn~11n s11 s11rnn (tOrJ_\t.: t) l( i 11crj 11 

fi (limn) tnhunnn ynng dircncunnkun dnlrim l<c11 c1tn 11 

Strnl<'gis Pc rnngknl Onc roh . 

(3) Pcngukuron Kincrjo scbognimono dimnksud pHda uynt (I) 

dilukukon sccarn bcrkolo setiop 3 (tiga) bulnn don I (snt u) 

tohun. 

BAB VII 

PENGELOJ.,AAN DATA KINERJA 

Pasa l 9 

( 1) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf d dilaksanakan oleh Pera ngkat Daera h 

dengan mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja . 

(2) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempertimbangkan: 

a . kebutuhan informasi pada sctiap tingkatan organisasi, 

b. kebutuhan manajerial, data/laporan keua ngan yang 

dihasilkan dari sistem akuntansi; dan 

c. statistik pemerintah. 

BAB VIII 

PELAPORAN KINERJA 

Pasal 10 

(1) Lapa.ran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf e terdiri dari laporan Kinerja interim dan · laporan 

Kinerja tahunan. 

(2) Laporan Kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dalam bentuk laporan Kinerja triwulanan. 

(3) Laporan Kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan 

triwulanan. 

(4) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian laporan Kinerja 

triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

Pasal 11 

(1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perangkat 

Daerah kepada Bupati, paling la.mbat 2 (dua) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir. 
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(2) Ekrdn~nrknn Lnpornn Ktnt'IJII tuhunun Pcrongknl Dacr:ih 

srbo~n11nnnn cl imoks11d pnda Hyo t (I) Bupnti mcnyu ::iun 

Lnpornn Kinr rjn tnhunon pcmcrintnh Knbupntcn cla n 

mcnynmpniknnnyn kcpndo Gubcrnu r, Mcnlc ri 

Prrcnc:-nnnnn Pcmbnngunnn Nasionnl/ Kepoln Badnn 

Pcrcnc:-nnna n Pcmbnnguna n Nasional, Men Leri 

Pcndoyngunonn Aparatur Negara da n Reformnsi 
1
Birok ras1, 

dnn Mcntcri Do.la m Ncgcri pa ling lambnt 3 (tiga) bula n 

sctelnh tohun onggarao berakhir. 

Pasal 12 

( l) Laporan Kinerjn tahunan scbagaimana dimaksud da la m 

Pasal l O ayat ( 1) berlsi ringkasan ten tong keluaran da ri 

kegia ta n dan hasil yang dicapa i dari program sebagaimana 

ditetapka n da lam dokumen pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

(2) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang 

dicapai dari program sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

paling sedikit menyajikan informasi tentang: 

a. pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; 

b. realisasi pencapaian target Kinerja Perangkat Daerah; 

c. penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja; dan 

d. pembandingan capaian Kinerja kegiatan dan program 

sarnpai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 

(lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana 

Strategis Perangka t Daerah. 

(3) For~at Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ~eqagaimana tercantum dalarn Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati Ini. 

BAB IX 

REVIU DAN EVALUASI KINERJA 

Pasal 13 

(1) Apara t Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah 

Daerah melakukan reviu atas laporan Kinerja dalam rangka 

meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum 

disarnpaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (1). 

(2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalarn pemyataan telah direviu dan 

ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintah 

J 
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Pasal 14 

( l) Apara t Pengawasan Internal Pemerintah melakukan 
evaluasi a tas implementasi SAKJP dan/ a tau evaluasi 
Kinerja sesuai dengan kewenangannya . 

(2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat 
Pengawasan Internal Pemerintah kepada Bupati. 

(3) Bupati menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi 
SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birok.rasi. 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 30 De s ... 1v;r ;__019 

Pit. BUPATI KUDUS 
WAKIL BUPATI, 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 31 1.Je s1;~b ... r ::,._, 13 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

~~~ 
SAM'ANI INTAKORIS 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN .::81/ NOMOR 67 . rr-,,~ -



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KUDUS 

NOMOR - TAHUN 
TENT ANG PEDOMAN SISTE:.t 

AKUNTABILITAS KJNERJA INSTANSI 

PEMERINTAH DI KABUPATEN KUDUS 

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH 

-Lambang Pemerintab Daerah-

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ....... . 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintaban yang efektif, 

transparan dan alruntabel serta berorientasi pada basil, yang 

bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
Jabatan 

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan.-

Keberhasilan - clan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut 

menjadi tanggungjawab kami. 
•'· 

Kudus, 

BUPATI KUDUS, 

Jl.Simpang Tujuh No. 1 Kudus 

Telepon (0291) 437010 Fax. (0291) 439300 
Kode Pos 59313 

20 .. . 



No 

l I) 

-2-

Lt\MPIRAN PER.IAN.IIAN KINFR,IA T \ IIUN 

KABUPATEN KUDUS 

SosA.mn Strotegis lnd1kntor Kine!)n 

(2) (3) 

Program Anggaran 

1. ··· ··· ···· ··· .... ..... .... ... . Rp. 

2 . ... .. .. ..... . .... ... .. ... .. ... Rp . 

Kudus , 

BUPATI KUDUS, 

(4) 

20 .. 

( .... ........... .............. .... ... ... .... .. . ) 

Penjelasan pengisian lampiran dia tas adalah sebagai berikut : 

1. Pada kolom (1) d.iisi no urut; 

-

2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah a tau 

kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang 

bersangkutan; 

3 . Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indika tor lain 

dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang 

ingin diwujudkan; 

4. Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau 

seharusnya oleh Pemerintah Daerah; 

5. Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah yang 

terkait dengan sasaran yang akan dicapai; dan 

6. Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan 

u nruk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan. 

t_ -{ AJ f 
_J 
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.3. 

-Kop Perangko.t Daerah-

PERNY ATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...... 

Dalarn rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang 

bertanda tangan di bawah ini : · 

Nama 

Jabatan 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama 

Jabatan 

Selaku atasan Pihak Pertarna, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak Pertarna berjanji akan mewujudkan target kinerja yang 

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalarn rangka mencapai 
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. 

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan 
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 
penghargaan clan sanksi 

Kudus, 20 .. 

Pihak Kedua, Pihak Pertama, 
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LAMPIRAN PERJANJ IAN KINERJA TAHUN .. .. 

PD ............ .. 

- ----·- ·-
No. Sasaran Strategis Indikator Ki.nerja Targel 

( 1) (2) (3) (4) 

Program Anggaran Keterangan 

1. ............... .. .. .. ........ . Rp . ... ...... .. ... .... .. . 

2 . ...... .. .. .. ......... .. .. .... . Rp . ........ ..... .. .... . 

Kudus, 20 .. 

Bupati Kudus, Pimpinan PD, 

( ........ .... ..... ...................... ..... ) ( .. ...... ........... .... .. ... .. .. .... ... ...... . ) 

Penjelasan pengisian la.mpiran diatas adalah sebagai berikut : 

1. Pada kolom (1) diisi nomor urut; 

2 . Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai 
Rencana Strategis atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada 
tahun yang bersangkutan; 

3. Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja uta.ma dan indikator lain 
dari Perangkat Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang 
ingin diwujudkan; 

4. Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau 
seharusnya oleh Perangkat Daerah pada tahun tersebut; 

5. Pada kolom Program diisi dengan na.ma program yang terkait dengan 
sasaran strategis; 

6. Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan 
pada program tersebut; dan 

7. Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan ta.mbahan yang penting, 

1i I h d. . ;\ ,,r ,,,_ ·~ proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Togas 
ea ~it, ' t Perhb~ffi:an) dan hal penting lainnya. 

No i ,. ·· ' 

2 

3. 

4 

t y 
T 

4-
/4 

Pit. BUPATI KUDUS 

WAKIL BUPATI, 

~ 
HART O PO 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI KU DUS 
NOMOR ..i7 TAH UN , ,1'"J 
TENT ANG PEDOMAN SISTEM 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI KABUPATEN KUDUS 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan 
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan u tama ( strategic 
issued) yang sedang dihadapi organisasi. 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang 
bersangkutan. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 
A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil 
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja 
sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerj a sebagai 
berikut : 
1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 
2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 

3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 
perencanaan strategis organisasi; 

4 . membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 
nasional (jika ada); 

5. analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ 
penurunan kinerja serta alternatife solusi yang telah dilakukan; 

6. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

7. analisis program/ kegiatan yang menunjung keberhasilan 
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

8. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan 
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai 
dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

Bab IV Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 
serta Iangkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 
meningkatkan kin•erjanya. 

Lampiran: 
1. Perjanjian Kinerja 
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